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ABSTRAK

Sindy Atul Mubarokah
234102074 (@stialan.ac.id
Politeknik STIA LAN Jakarta

Sektor pertambangan bukan hanya soal komoditas ekstraktif yang
kompetitif namun juga menyangkut banyak hal termasuk di dalamnya ada
adminitrasi, perizinan, hukum dan sengketa. Hal ini tentu menjadi perhatian bagi
pemerintah agar sumber daya alam Indonesia khususnya di sektor pertambangan
dapat memberikan sumbangsih besar bagi kesejahteraan bangsa, terkait hal ini
pemerintah telah melakukan gerakan kolaborasi (collaborative governance) antara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Investasi / Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui pemberian sebagian kewenangan
KESDM yang memikiki kewenangan untuk menentukan terkait arah kebijakan
sektor pertambangan, adapun kolaborasi itu ada beberapa masalah: Pertama,
kewenangan BKPM diperoleh melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian
Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala BKPM
(Permen ESDM 19/2020) kemudian dipertegas Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun
2022 tentang Satgas Investasi, namun terdapat permasalahan pemberian delegasi
tersebut tidak sesuai dengan UU Administrasi Pemerintahan, Kedua, kebijakan
kolaborasi antara KESDM dan BKPM tersebut kurang tepat jika disandarkan pada
teori Collaborative Governance yang dicetuskan Ansell and Gass yaitu empat
variabel yang terdiri dari kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimipinan
fasilitatif dan proses kolaborasi, dari data yang Penulis temukan banyak perusahaan
pemilik izin usaha pertambangan (IUP) yang dicabut oleh BKPM mengajukan
gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan yang menjadi topik utama gugatan
adalah soal kewenangan BKPM dalam pencabutan tersebut. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif kualitatif pisau analisa berupa teori kolaborasi
pemerintahan Ansell and Gass, tinjauan tentang kewenangan pemerintahan, dan
aspek perizinan pertambangan. Kesimpulan penelitian ini adalah kebijakan
Collaborative Governance antara KESDM dan BKPM tidak efektif karena ada
konflik norma, dan strategi untuk kolaborasi yang efektif adalah mempertihan dasar
penetapan kebijakan dan kajian mendalam terhadap aspek filosifis, sosiologis, dan
empiris.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Perizinan, Pertambangan, Kewenangan.
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ABSTRACT

Sindy Atul Mubarokah
234102074 (@stialan.ac.id
Politeknik STIA LAN Jakarta

The mining sector is not only about competitive extractive commodities but
also involves many things including administration, licensing, law and disputes.
This is certainly a concern for the government so that Indonesia's natural
resources, especially in the mining sector, can make a major contribution to the
welfare of the nation. In this regard, the government has carried out a
collaborative governance movement between the Ministry of Energy and Mineral
Resources and the Ministry of Investment / Investment Coordinating Board
(BKPM) by granting some of the authority of KESDM which has the authority to
determine the direction of mining sector policies. There are several problems with
this collaboration: First, BKPM's authority is obtained through the Regulation of
the Minister of Energy and Mineral Resources Number 19 of 2020 concerning
Amendments to the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources
Number 25 of 2015 concerning Delegation of Authority to Grant Licensing in the
Mineral and Coal Mining Sector in the Framework of Implementing Integrated
One-Stop Services to the Head of BKPM (Permen ESDM 19/2020) which was
then emphasized by Presidential Decree Number 1 of 2022 concerning the
Investment Task Force, but there is a problem that the granting of the delegation
is not in accordance with the Government Administration Law. Second, the
collaboration policy between KESDM and BKPM is not quite right if based on the
Collaborative Governance theory proposed by Ansell and Gass, namely four
variables consisting of initial conditions, institutional design, facilitative
leadership and collaboration processes, from the data that the author found many
companies that owned mining business permits (IUP) that were revoked by
BKPM filed lawsuits at the State Administrative Court and the main topic of the
lawsuit was the issue of BKPM's authority in the revocation. This study uses a
qualitative descriptive method of analysis in the form of Ansell and Gass's theory
of government collaboration, a review of government authority, and aspects of
mining licensing. The conclusion of this study is that the Collaborative
Governance policy between KESDM and BKPM is ineffective because there is a
conflict of norms, and the strategy for effective collaboration is to obtain the basis
for policy determination and an in- depth study of the philosophical, sociological,
and empirical aspects.

Keywords: Collaborative Governance, Licensing, Mining, Authority.
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BAB |

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas
hukum, hal tersebut ditegaskan dalam konstitusi yakni dalam Pasal 1 ayat
(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945 yang
selanjutnya disebut UUD NRI 1945. Dengan demikian, sebagai
konsekwansi dari negara hukum itu sendiri adalah setiap ruang gerak dan
perilaku warga negara harus berdasar kepada hukum. Selain itu bumi, air,
dan kekayaan alam Indonesia merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha
Esa kepada bangsa Indonesia bahkan Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur hal tersebut dalam
Ketentuan Pasal 33 ayat (3) untuk dikelola oleh negara yang dipergunakan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Potensi sumber daya alam
yang dimiliki Indonesia salah satunya adalah batubara karena itu
pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah
secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam
(emas, batu bara, nikel, timah, bauksit, dan lain-lain), namun dengan
kekayaan yang begitu besar belum mampu mengangkat derajat negara kita
dalam hal kesejahteraan ekonomi masyarakatnya, seharusnya dengan
kekayaan yang begitu berlimpah Indonesia saat ini sudah bisa sejajar
dengan negara-negara maju.

Sebaimana Peneliti uraikan di atas bahwa kekayaan alam Indonesia
sangat beragam dan banyak, saking kayanya negara kita banyak kandungan
mineral yang bernilai tinggi yang dapat mengubah nasib bangsa dan

masyarakatnya apabila dikelola dengan baik, berikut data dan fakta betapa



kayanya negeri kita Indonesia akan sumber daya alam yang berlimpah dan
beragam tersebut:

Gambar 1
Sumber Kekayaan SDA Indonesia
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Dari data berikut dapat kita lihat cadangan mineral mentah yang
dimiliki Indonesia sangat banyak, bahkan dari sektor bara saja sebenarnya
sudah cukup mampu menghidup masyarakat Indonesia apabila dikelola
dengan baik. Salah satu tata kelola pertambangan yang baik yang sedang
diupayakan oleh pemerintah saat ini adalah kebijakan hilirisasi, kebijakan
ini menurut Peneliti apabila dapat direalisasikan dengan baik maka mampu
mengentaskan kemiskinan di negara ini.

Dalam kegiatan pertambangan sudah pasti memerlukan modal yang
sangat besar, peralatan yang canggih, tenaga ahli, dan terdapat pula resiko
yang tinggi. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia
mengalami keterbatasan dana dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi,
sehingga diperlukan adanya kerjasama dengan investor asing (Ratnasari
Fajarriya A, 2017).



Salah satu faktor untuk meningkatkan pembangunan ekonomi adalah
melalui investasi. Investasi yang penting untuk pembangunan ekonomi
yaitu investasi yang memberikan manfaat ekonomi, sosial dan manfaat
lainnya. Investasi ini dikelola oleh pemerintah karena menyangkut
kepentingan masyarakat luas (Khotimatus Nafisah, 2016). Sebagaimana
dikemukakan oleh Salim dan Budi Sutrisno, hubungan antara investor
dengan penerima modal sangat erat karena investor sebagai pemilik modal
akan bersedia menanamkan investasinya di negara penerima modal,
sepanjang negara penerima modal dapat memberikan kepastian hukum,
perlindungan hukum dan rasa aman bagi investor dalam berusaha. Tanpa
adanya rasa aman, perlindungan hukum dan kepastian hukum mustahil
penanam modal mau menanamkan modalnya (Salim HS dan Budi Sutrisno,
2006).

Setiap badan usaha pertambangan harus memiliki 1zin Usaha
Pertambangan (IUP) untuk melakukan kegiatan usaha. IUP tersebut
diberikan kepada badan usaha meliputi BUMN, BUMD dan swasta,
koperasi serta perusahaan perseorangan. IUP tersebut terdapat dua jenis
yaitu mencangkup IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. Pemberian
IUP tersebut memiliki jangka waktu seusuai dengan tipenya mulai dari 5
sampai 30 tahun. Pemegang IUP tersebut dapat diperpanjang sesuai dengan
persyaratan yang ditentutkan.

Gambar 2 Data Perizinan berdasarkan Tahapan Kegiatan Tahun 2015 s.d 2024
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Berdasarkan data diatas terjadi penurunan perizinan pada IUP Operasi
dan IUP Eksplorasi. Kementerian ESDM dan BKPM pada Februari
melakukan pencabutan IUP secara massal untuk pertama Kkalinya.
Disayangkan pencabutan IUP tersebut tanpa terlebih dulu memberikan surat
peringatan dan penghentian sementara, terdapat ribuan izin usaha yang tidak
sesuai dengan perizinan yang diberikan, sehingga perizinan ribuan usaha
tersebut dicabut pada Januari 2022. Presiden Joko Widodo menyampaikan
evaluasi tersebut untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar ada
pemerataan, transparan dan adil, untuk mengoreksi ketimpangan,
ketidakadilan, dan kerusakan alam. Untuk mewujudkan tata kelola
pertambangan yang baik Pemerintah terus memperbaiki tata kelola sumber
daya alam agar ada pemerataan, transparan dan adil, untuk mengoreksi
ketimpangan, ketidakadilan, dan kerusakan alam. Untuk itu, izin-izin
pertambangan, kehutanan, dan penggunaan lahan negara terus dievaluasi
secara menyeluruh.

Pencabutan IUP tersebut dalam kondisi pelanggaran pidana yang
dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB herdasarkan putusan
pengadilan yang berkekuatan hukurn tetap; hasil evaluasi Menteri atas
pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah menimbulkan kerusakan
lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik;
atau pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dinyatakan pailit, sesuai dengan
Iletentuan peraruran perundang-undangan.

Pertambangan, Mineral, Batubara, Pertambangan Mineral,
Pertambangan Batubara, Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan
yang selanjutnya disebut IUP, Badan Usaha, Wilayah Izin Usaha
Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP, Izin Usaha Pertambangan
Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUP Eksplorasi, lzin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi
Produksi, Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut
WUPK, lIzin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK,



Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi yang selanjutnya disebut
IUPK Eksplorasi, 1zin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang
selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi, Wilayah Pertambangan Rakyat
yang selanjutnya disebut WPR, Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya
disebut IPR, Eksplorasi, dan Operasi Produksi.

Dalam uraian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut “UU Minerba”) sebagai
pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 menjadi dasar perubahan
tata kelola industri tambang nasional dari rezim kontrak menjadi rezim
perizinan. Istilah-istilah KK, PKP2B dan KP diganti menjadi Izin Usaha
Pertambangan (IUP). Rezim perizinan memposisikan negara menjadi
superior dibandingkan perusahaan tambang dimana negara berwenang
menerapkan sanksi mulai dari penghentian sementara kegiatan tambang
hingga pencabutan IUP dalam Pasal 151 ayat (2) UU Minerba. Konsep
perizinan ini diharapkan dapat memberikan posisi tawar yang lebih baik
bagi pemerintah yang pada akhirnya diyakini dapat meningkatkan nilai
manfaat bagi kesejahteraan rakyat (Nasaruddin Lathif, 2017).

Wewenang adalah hak yang dimiliki atau kekuatan yang dimiliki
badan dan/atau pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk
bertindak dalam ranah hukum publik. Dan Kewenangan pemerintah, juga
dikenal sebagai kewenangan, adalah kekuatan yang dimiliki badan dan/atau
pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil
keputusan dan/atau tindakan dalam urusan pemerintahan. Sejalan dengan
UU Minerba terkait dengan kewenangannya diatur dalam Pasal Pasal 13
ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) menyebutkan
bahwa kewenangan delegasi dapat diberikan melalui Peraturan Pemerintah,
Perpres, Perda. dalam hal ini KESDM telah mendapatkan atribusi dari
Undang-Undang bahwa mereka memiliki kewenangan dalam menetapkan



izin dan mencabut izin Pertambangan sesuai yang diatur dalam UU
Minerba. Kemudian sebagai atribusi KESDM mendapatkan kewenangan
tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian
Energi Dan Sumber Daya Mineral, dengan SOTK KESDM ini lah KESDM
mendapatkan kewenanganya, dalam pengelolaan perizinan di sektor
mineral dan batu bara.

Selanjutnya adalah aturan yang menjadi dasar disusunnya tulisan ini
adalah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19
Tahun 2020 mengatur tentang Perubahan Atas Permen ESDM No. 25/2015
tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang
Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelaksanaan PTSP
Kepada Kepala BKPM. Dalam Kewenangan ESDM kepada BKPM
menjelaskan setiap kegiatan usaha wajib memperoleh izin yang diperoleh
melalui PTSP dari instansi yang memiliki kewenangan. Sehingga setiap
investor yang ingin menanam modal di bidang pertambangan mineral dan
batubara di Indonesia, haruslah menilik ke dalam ketentuan. Disamping itu,
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pendelegasian
Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan
Batubara dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal juga telah mengatur
pendelegasian wewenang pemberian izin kepada Kepala BKPM, sehingga
investor yang akan memulai usaha di bidang pertambangan haruslah
melakukan permohonan izin usahanya kepada Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal.

Regulasi itu lalu diperkuat dengan Keputusan Presiden No.1/2022
tentang Satgas Investasi. Adapun, mengacu pada Pasal 3 huruf (b) keppres
tersebut, satgas bertugas memberikan rekomendasi kepada Menteri
Investasi/Kepala BKPM untuk melakukan pencabutan IUP, hak guna
usaha/hak guna bangunan (HGU/HGB) untuk sektor perkebunan dan izin



konsesi kawasan hutan, Dalam rangka percepatan dan peningkatan
penanaman modal dan berusaha, perizinan berusaha untuk memulai,
melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan yang
diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu ditata
kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan
perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Pelayanan PTSP pada pemerintah
pusat dan pemerintah daerah disempurnakan menjadi lebih efisien,
melayani, dan modern.

Sebelumnya, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM) telah menerbitkan 180 surat pencabutan Izin Usaha
Pertambangan (IUP) mineral dan batu bara sebagai tindakan tegas kepada
perusahaan yang tidak memanfaatkan izin yang diberikan sebagaimana
mestinya. Surat pencabutan 180 IUP yang terdiri atas 112 IUP mineral dan
68 IUP batu bara itu ditandatangani langsung oleh Menteri Investasi/Kepala
BKPM Bahlil Lahadalia. Proses pencabutan dilakukan secara bertahap sejak
Januari lalu.

Sedangkan, menurut ketentuan tersebut pendelegasian kewenangan
menjadi sah secara hukum apabila ditetapkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
memperoleh Wewenang melalui Delegasi memiliki kriteria yaitu diberikan
olen Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan lainnya, ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan
Presiden, dan/atau Peraturan Daerah, dan merupakan wewenang
pelimpahan atau sebelumnya telah ada. Mempertimbangkan ketentuan
syarat pendelegasian yang diatur di dalam Undang-undang, bentuk
kewenangan delegasi yang dimiliki oleh Kepala BKPM untuk menerbitkan
dan atau mencabut IUP menurut hukum harus dalam bentuk pelimpahan
kewenangan delegasi yang diatur berdasarkan Peraturan Perintah dan atau

Peraturan Presiden. Dasar kewenangan delegasi yang dimiliki oleh Kepala



BKPM untuk menerbitkan dan atau mencabut IUP tidak diatur di dalam
ketentuan Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Presiden.

Kewenangan pencabutan IUP harusnya menjadi kewenangan atribusi
yang dimiliki oleh KESDM maka secara hukum dan ketentuan peraturan
perundangan-undangan Kepala BKPM tidak memiliki dasar hukum yang
cukup untuk menerbitkan IUP dan atau mencabut IUP karena dasar
kewenangan delegasi yang diterima hanya berdasarkan peraturan menteri.
Bahwa karena tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk menerbitkan
dan atau mencabut IUP maka implikasi hukum yang akan timbul adalah
banyaknya IUP yang telah diterbitkan dan atau telah di cabut termasuk
namun tidak terbatas pada pencabutan IUP setelah terbentuknya satuan
tugas yang melakukan evaluasi IUP-1UP akan menimbulkan ketidakpastian
hukum dan perlawanan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan melalui
Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta

Sanksi pencabutan izin merupakan sanksi administratif di bidang
usaha pertambangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
dalam kapasitas sebagai Pejabat Tata Usaha Negara melalui Surat
Keputusan tentang Pencabutan Izin yang merupakan Keputusan Pemerintah
(beschikking). Sangat erat hubungannya pelaksanaan pencabutan izin usaha
pertambangan dengan Undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan
yang menjadi dasar dalam pengaturan mengenai keputusan. Pelaksanaan
pencabutan izin harus memperhatikan syarat sah keputusan karena apabila
syarat sah tidak terpenuhi, maka keputusan pencabutan izin menjadi tidak
sah atau dapat dibatalkan.

Dari pencabutan IUP yang dilakukan oleh Kepala BKPM ada
beberapa pihak yang merasa dirugikan melakukan upaya hukum di
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta contoh satu diantaranya adalah PT.
Prospek Bumindo Sejahtera selaku Penggugat melawan Menteri
Investasi/Kepala BKPM selaku Tergugat yang di dalam putusannya
membatalkan  surat pencabutan IUP yang dilakukan Menteri



Investasi/Kepala BKPM Nomor 20220218-01-97206 tanggal 18 Februari
2022 (PTUN, 2022). kemudian pengajuan PTUN, PT. Perisai Prima Utama
selaku Penggugat melawan Menteri Investasi/ Kepala BKPM selaku
Tergugat yang di dalam putusannya membatalkan surat pencabutan yang
diterbitkan oleh Kepala BKPM Nomor 20220405-01-38401 tanggal 5 April
2022 (PTUN, 2023).

Oleh sebab demikian Peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait
Kolaborasi Stakeholder Dalam Sistem Perizinan Terpadu Melalui
Perspektif Collaborative Governance antara KESDM dan BKPM dan
kemudian menyusunnya dalam sebuah penelitian yang Peneliti beri judul
“Strategi Collaborative Governance dalam Implementasi Perizinan
Terpadu Pada Kewenangan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan
dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Badan

Koordinasi Penanaman Modal”

. Indentifikasi Masalah

Permasalahan hukum sektor pertambangan bukan hanya soal komoditas
ekstraktif yang kompetitif namun juga menyangkut banyak hal termasuk di
dalamnya ada adminitrasi, perizinan, hukum dan sengketa. Hal ini tentu
menjadi perhatian bagi pemerintah agar sumber daya alam Indonesia
khususnya di sektor pertambangan dapat memberikan sumbangsih besar
bagi kesejahteraan bangsa, terkait hal ini pemerintah telah melakukan
gerakan kolaborasi antara KESDM dan BKPM melalui pemberian sebagian
kewenangan KESDM yang memikiki kewenangan untuk menentukan
terkait arah kebijakan sektor pertambangan, adapun kolaborasi itu ada
beberapa masalah yang dapat diidentifikasi pada pokoknya sebagai berikut:
1. Asbabun nuzul atau hal ihwal adanya kolaborasi KESDM dan BKPM

tak lain banyak lahan tambang atau pemilik izin pertambangan yang

tidak melakukan kegiatan usahanya sehingga pemerintah menganggap

izinnya tidak maksimal, oleh karena itu KESDM memberikan



kewenangan nya untuk mencabut izin terhadap IUP (izin usaha
pertambangan yang kurang efektif tersebut dengan penilaian yang
dilakukan oleh Tim Satgas dari BKPM.

2. Kewenangan sebagaimana dimaksud di atas adalah pemberian delegasi
oleh KESDM kepada BKPM melalui Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 mengatur tentang
Perubahan Atas Permen ESDM No. 25/2015 tentang Pendelegasian
Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan
Batubara dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kepada Kepala BKPM.

3. Kemudian Regulasi itu lalu diperkuat dengan Keputusan Presiden
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satgas Investasi. Adapun, mengacu pada
Pasal 3 huruf (b) keppres tersebut, satgas bertugas memberikan
rekomendasi kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM untuk
melakukan pencabutan IUP, hak guna usaha/hak guna bangunan
(HGU/HGB) untuk sektor perkebunan dan izin konsesi kawasan hutan

4. Terbitnya kebijakan tersebut akhirnya dibuktikan dengan adanya
pencabutan 1.118 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari 2.078
rekomendasi pencabutan IUP.

5. Pencabutan IUP oleh BKPM ini menibulkan banyak tanda tanya dari
berbagai kalangan diantaranya sebagai berikut:

a. Pencabutan izin usaha pertambangan dilakukan oleh BKPM
bukan oleh KESDM selaku kementerian yang mengeluarkan
izin.

b. Sebagian mendukung tindakan kolaborasi ini asalkan dilakukan
dengan koridor hukum dan administrasi yang tepat, yaitu
dengan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

6. Tindakan BKPM tersebut dianggap oleh beberapa ahli administrasi

negara tidak tepat secara hukum dan administrative karena kewenangan
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delegasinya diberikan melalui Permen dan Keppres sehingga tidak
sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Negara.

Oleh karena itu pasca pencabutan IUP oleh BKPM kemudian banyak
gugatan tata usaha negara yang dilakukan oleh pengusaha dan pemilik
IUP yang merasa keberatan atas tindakan pencabutan tersebut karena

cacat hukum sejak lahir.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas Peneliti mengangkat

permasalahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Mengapa kolaborasi implementasi perizinan terpadu pada sektor
perizinan pertambangan belum efektif?

Bagaimana strategi kebijakan perizinan pertambangan antara KESDM
dan BKPM dalam prespektif collaborative governance?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengidentifikasi Mengapa Strategi Kebijakan Collaborative

Governance Mengenai Pencabutan Izin Pertambangan Oleh BKPM
Yang Sebelumnya Mejadi Kewenangan KESDM.

Untuk Menyusun Strategi Kebijakan Implementasi Perizinan Terpadu
Sektor Pertambangan Antara KESDM dan BKPM Penting Untuk
Dilaksanakan dan Sudah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

E. Manfaat Penlitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan mengidentifikasi serta menganalisa terkait Strategi
Collaborative Governance dalam Sistem Perizinan Terpadu Pada
Kewenangan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan dari Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Badan Koordinasi
Penanaman Modal, penelitian ini juga akan melakukan analisa yang

11



mendalam terkait Proses Pelayanan publik terkait perizinan di sektor
Minerba.
2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah
Diharapkan Penelitian ini dapat dapat menjadi tambahan referensi
dalam proses perizinan dan Collaborative Governance yang ideal
dalam menjalankan perizinan terpadu antar kementerian khususnya
dalam hal ini di sektor minerba mengingat dalam sektor minerba
ini banyak pendapatan negara yang seringkali tidak tercapai
sehingga perlu pengolaan dan kebijakan yang maksimal.

b. Bagi Akademis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pikiran
bagi sesama akademisi khususnya mahasiswa di bidang
Administrasi Terapan khususnya dalam Strategi Collaborative
Governance dalam Sistem Perizinan Terpadu Pada Kewenangan
Pencabutan Izin Usaha Pertambangan dari Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral kepada Badan Koordinasi Penanaman
Modal.

c. Bagi Masyarakat
Kehadiran Penelitian ini Peneliti harap dan besar harapan dapat
memberikan informasi serta pengetahuan kepada masyarakat luas
terkait Kolaborasi Stakeholder Dalam Sistem Perizinan Terpadu
Melalui Perspektif Collaborative Governance Studi Kebijakan
Publik Pendelegasian Kewenangan Pencabutan Izin Usaha
Pertambangan Dari Kementerian ESDM Kepada BKPM.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari Uraian latar belakang hingga menemukan pokok permasalahan
dikaji dengan pisau analisa berupa teori dibahas kesenjangan antara teori, fakta
dan data yang Peneliti peroleh, maka kesimpulan yang dapat diambil dar
penelitian yang kami beri judul Strategi Collaborative Governance dalam

Implementasi Perizinan Terpadu Pada Kewenangan Pencabutan lzin

Usaha Pertambangan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah sebagai

berikut:

1. Berdasarkan penelitian Peneliti menyimpilkan bahwa faktor penghambat
efektivitas kolaborasi adalah: (1) adanya pertentangan norma, dimana
penetapan kebijakan kolaborasi harusnya berdasarkan ketentuan Undang-
undang Administrasi Pemerintahan, selama ini, landasan kewenangan
delegasi yang dimiliki Kepala BKPM dalam menerbitkan 1UP dan atau
mencabut IUP adalah berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 25
Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM
Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian
Perizinan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Rangka
Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala BKPM. (2)
dalam UU Administrasi Pemerintaan menerangkan bahwa bentuk dasar
peraturan untuk memberikan kewenangan delegasi kepada badan atau
organ pemerintahan lain adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah,
Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah, pencabutan izin yang diterbitkan
oleh Kepala BKPM telah bertentangan dengan hukum dan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan menimbulkan ketidakpastian hukum
kebijakan Collaborative Governanca antara KESDM dan BKPM tidak
efektif dalam menertibkan perizinan di sektor pertambangan.
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2. Berdasarkan hasil penelitian Peneliti pencabutan 1zin Usaha Pertambangan
(TUP) oleh Kementerian Investasi/BKPM seharusnya dilakukan sesuai
dengan peraturan, tindakan pencabutan massal IUP oleh BKPM pada
tahun 2022 yang tidak memenuhi ketentuan ini berpotensi maladministrasi
dan menimbulkan kerugian, dan yang merasa dirugikan memiliki hak
untuk melakukan upaya administratif berdasarkan UU Administrasi
Pemerintahan, dengan mekanisme keberatan dan banding. Jika langkah
administratif gagal, pemegang IUP dapat membawa perkara ke Pengadilan
Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi investor
yang mematuhi ketentuan hukum dalam sektor pertambangan sangat
diperlukan untuk menjaga kepercayaan investor dan memastikan
pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai prinsip negara hukum.
selanjutnya Peneliti memberikan pandangan untuk kedapannya guna
menjamin keadilan bagi pemegang IUP yang telah mematuhi ketentuan
hukum namun izinnya dicabut, diperlukan aturan yang lebih jelas dan
sederhana terkait pendelegasian kewenangan pemberian serta pencabutan
izin dari Menteri ESDM kepada Menteri BKPM. Pengaturan ini idealnya
dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden.
Selain itu, pengawasan terhadap Satgas BKPM perlu diperjelas untuk
mencegah penyalahgunaan wewenang dan mencegah tumpang tindih
dengan peraturan lain

B. Saran
Berdasarkan uraian kesimpulan di atas Peneliti merekomendasikan hal-
hal sebagai berikut:

1. Perlu menetapkan roadmap kebijakan strategis di sektor perizinan mineral
dan batubara (minerba) selama 5 tahun ke depan:

A. Tahun 1: Penilaian dan Persiapan
Analisis Situasi: Melakukan analisis mendalam terhadap kondisi

saat ini, termasuk tantangan dan peluang dalam pengelolaan IUP.
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Ini melibatkan pengumpulan data dan informasi dari berbagai
pemangku kepentingan.

Identifikasi Stakeholder: Mengidentifikasi semua pemangku
kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan pertambangan,
termasuk pemerintah, masyarakat lokal, perusahaan, dan
organisasi non-pemerintah.

Penyusunan Rencana Aksi Awal: Mengembangkan rencana aksi
awal yang mencakup tujuan jangka pendek dan jangka panjang
serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan
tersebut.

B. Tahun 2: Penguatan Kerangka Hukum dan Kebijakan

Reformasi Kebijakan: Mengkaji dan mereformasi kebijakan dan
peraturan yang mengatur IUP untuk memastikan kesesuaian
dengan prinsip-prinsip collaborative governance dan hukum yang
berlaku.
Penyusunan Protokol Kolaborasi: Mengembangkan protokol
kolaborasi yang jelas antara KESDM dan BKPM serta pemangku
kepentingan lainnya untuk mengatur proses pengambilan
keputusan dan tanggung jawab masing-masing pihak.

C. Tahun 3: Implementasi dan Pelatihan

Pelatihan Stakeholder: Mengadakan program pelatihan untuk
semua pemangku  kepentingan tentang  prinsip-prinsip
collaborative governance, teknik negosiasi, dan manajemen
konflik.
Implementasi  Proyek Percontohan: Meluncurkan proyek
percontohan yang menerapkan model collaborative governance
dalam pengelolaan IUP, dengan melibatkan semua pemangku
kepentingan untuk menguji efektivitas pendekatan ini.

D. Tahun 4: Monitoring dan Evaluasi
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Sistem Monitoring: Mengembangkan sistem monitoring untuk

mengevaluasi kemajuan dan dampak dari kebijakan dan praktik

yang diterapkan. Ini termasuk pengumpulan data secara berkala

dan umpan balik dari pemangku kepentingan.

Evaluasi Proyek Percontohan: Melakukan evaluasi menyeluruh

terhadap proyek percontohan untuk mengidentifikasi keberhasilan,

tantangan, dan pelajaran yang dapat diambil untuk perbaikan di

masa mendatang.

E. Tahun 5: Penyempurnaan dan Ekspansi

Penyempurnaan  Kebijakan: Berdasarkan hasil evaluasi,

melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan dan praktik yang

ada untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan 1UP.

Ekspansi Model Kolaborasi: Mengembangkan dan menerapkan

model kolaborasi yang telah terbukti efektif ke area dan sektor lain

dalam pengelolaan sumber daya alam, serta memperluas

keterlibatan pemangku kepentingan di tingkat lokal dan nasional.
Roadmap ini bertujuan untuk menciptakan sistem perizinan yang lebih
efisien, transparan, dan berkelanjutan di sektor minerba, yang pada
akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat. Implementasi yang konsisten dan evaluasi berkala akan
menjadi kunci keberhasilan dari kebijakan ini.
. Perlu menetapkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah terkait
pendelegasian kewenangan pencabutan dan penertiban IUP dari KESDM

kepada BKPM agar sesuai dengan UU Administrasi Pemerintahan
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